
 
 

 
 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 101 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 serta peningkatan 
pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 
Mengingat 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6018); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5272); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 366); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

 



3 

 

 

 
 
 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13                   

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32                     

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2018  (Berita Negara Republik Indonesia      

Tahun 2018 Nomor 465); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64                   

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                   

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38                     

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                        

Anggaran 2019; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4         

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); 

 

 
              MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
Pasal 1 

Dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,  

setiap Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo harus 

berlandaskan pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada  tanggal  30  November  2018 

 

     BUPATI SIDOARJO, 

 
                 ttd 
 

          SAIFUL ILAH 
 

Diundangkan  di Sidoarjo 
pada tanggal   30  November      2018 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO, 

 
            ttd 

 
 
ACHMAD ZAINI 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  TAHUN 2018  NOMOR  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOREG PERBUP : 101 TAHUN 2018 
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2. Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat   Di Luar Kantor 

 

Tabel 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN  
KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR 

 

NO URAIAN PROSEDUR 
PELAKSANA MUTU BAKU 

KEPALA 

SKPD/UNIT KERJA 

 

KPA/PPTK 

 

KELENGKAPAN 

 

WAKTU 

 

OUTPUT 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kepala OPD/Unit Kerja 

memerintahkan KPA/PPTK untuk 

menginventarisasi kegiatan 

pertemuan/rapat di luar kantor 

   

Lembar 

Disposisi 

 

30 Menit 

 

Disposisi 

 

2 KPA/PPTK untuk mengumpulkan 

dan mengolah data dan informasi 

serta mempersiapkan konsep 

hasil inventarisasi kegiatan 

pertemuan/rapat di luar kantor 

dan melaporkannya kepada 

Kepala OPD/Unit Kerja  

  

 

 

ND yang 

memuat 

perencanaan 

kegiatan 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

Disposisi 

 

 

3 Kepala OPD/Unit Kerja 

menerima, memeriksa dan 

menyetujui konsep hasil 

inventarisasi kegiatan 

pertemuan/rapat di luar kantor 

menjadi hasil inventarisasi 

kegiatan pertemuan/rapat di luar 

kantor untuk selanjutnya 

disampaikan kepada SPI (Satuan 

Pengawas Internal)/ Inspektorat 

Kabupaten 

   

Perencanaan 

kegiatan 

 

50 Menit 

 

Hasil inventarisasi 

kegiatan 

pertemuan/rapat 

di luar kantor 

 

 

BUPATI SIDOARJO, 
 

 
ttd 

 

       SAIFUL ILAH 

 

MULAI 

SELESAI 


